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ABSTRAK

Dalam sepuluh tahun terakhir berbagai kasus bisnis timbul yang melibatkan usaha
Jjasa penilai asset, yang cenderung merugikan berbagai pihak, hal ini disebabkan oleh
bagaimana seorang melakukan penilaian asset atau properti. Bisnis Jasa Penilai adalah bisnis
yang sangat rentan dengan permainan mark-up atau menurunkan nilai suatu asset atau
properti sesuai dengan tujuan dari penilaian. Oleh karena itu, untuk melakukan penilaian
perlu pedoman atau aturan, sehingga tidak mengada-ada. Selama ini aturan yang menjadi
landasan kegiatan jasa penilai adalah Kode Etik Jasa Penilai, Kode etik yang berlaku saat ini
adalah Kode Etik GAPPI dan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik GAPPI dan SPI
sebenarnya tidak cukup untuk mengatur kegiatan Jasa Penilai, dan diperlukan berbagai
peraturan yang tegas, sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah seperti saat ini.
Keywords : Hukum, Nilai, Penilai, Asset, Jasa.

I. PENDAHULUAN

Usaha Jasa Penilai (appraisal service business) merupakan usaha jasa profesional untuk
memberikan penilaian yang obyektif dan independen terhadap asset atau properti. Usaha Jasa
Penilai adalah usaha berpredikat sebagai lembaga kepercayaan yang dibutuhkan untuk
kepentingan pihak-pihak yang mengadakan transaksi perdagangan. Selama ini Jasa Perusahaan
Penilai belum digunakan secara maksimal oleh berbagai kalangan, terutama kalangan perbankan,
dan banyak pihak menempatkan laporan penilaian sebagai pelengkap saja agar proposal itu
tampak layak dan profesional. Padahal apabila penilai memberikan appraisal report secara
obyektif dan profesional tidak akan pernah terjadi praktek-praktek mark up dalam pengajuan
kredit properti atau penurunan nilai dalam kegiatan lelang. Seharusnya bank dan atau Panitia
Lelang (KP3N/BUPLN) tanpa laporan penilai yang benar-benar profesional dan independen
tidak boleh mencairkan kredit dan melelang tanpa laporan penilai.

Dalam praktek di Indonesia saat ini, perusahaan jasa penilai sebagai lembaga yang
dipercayakan untuk mengadakan penilaian atas nilai riil dari kekayaan atau harta benda untuk
berbagai keperluan transaksi perdagangan juga menghadapi berbagai permasalahan, baik yang
berdimensi ekonomi, maupun hukum. Misalnya pada akhir-akhir ini muncul berbagai kasus
penilaian, seperti kasus penilaian asset 7 bank swasta yang mendapat Bantuan dana likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp.140 Triliyun, yang diperdebatkan kalangan ekonom.
Perdebatan berkisar mengenai nilai asset. Kemudian pengembalian BLBI dituangkan dalam
MSAA (Master Settlement Aquisition Agreement) dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang
Saham (PKPS). Pada waktu penandatangan MSAA jumlah asset yang diserahkan pada debitur
sesuai dengan jumlah uang yang diperbantukan. Namun, setelah beberapa bulan kemudian ketika

Badan Pensehat Perbankan Nasional (BPPN) akan menjual asset para debitur terdapat perbedaan
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yang sangat signifikan antara nilai buku asset dengan nilai likuidasi sebagaimana tertera pada
tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Kondisi 10 Debitur yang Mengikuti Program PKPS

No. Debitur Nilai buku Asset | Nilai Likuidasi Selisih

1. | Group Salim Rp. 52 triliun Rp. 20 triliun | Rp. 32 triliun
2. | Usman Admadjaja Rp. 12,5 triliun Rp.1  triliun | Rp. 11,5 triliun
3. | Bob Hasan Rp. 5,1 triliun Rp. 1,5 triliun | Rp. 4,6 triliun
4. | Sjamsul Nursalim Rp. 27,4 triliun Rp. 4,1 triliun | Rp. 23,3 triliun
5. | Kaharuddin Ongko Rp. 8,3 triliun Rp. 500 miliar | Rp. 7,8 triliun
6. | Bank Modern Rp. 2,6 triliun Rp. 300 miliar | Rp. 2,3 triliun
7. | Bank Hokindo Rp. 290 miliar Rp. 130 miliar | Rp. 160 miliar
8. | Ibrahim Risjad Rp. 636 miliar Rp. 260 miliar | Rp. 376 miliar
9. | BBKU Rp. 12,5 triliun Rp. 1,3 triliun | Rp. 11,2 triliun
10. | BTO Rp. 5,7 triliun Rp. 700 miliar | Rp. 5 triliun

Sumber : Republika, Rabu 6 Maret 2002

Kalau dihitung secara total nilai buku asset para debitur adalah Rp.127,9 triliun,
sementara nilai likuidasinya Rp.29,8 triliun atau 23,3 persen, sehingga selisih rugi yang harus
menjadi tanggungan pemerintah, jika asset tersebut dieksekusi adalah sebesar Rp. 98,1 triliun.
Perbedaan yang sangat signifikan menjadi pertanyaan berbagai pihak, yaitu mengenai
penilaian asset, bagaimana penilaian asset tersebut dilakukan, apakah dinilai dengan benar
atau tidak oleh jasa penilai. Terakhir terjadi kasus Bank Lippo, saat ini Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan Departemen Keuangan sedang memeriksa Tim dari kantor akuntan publik
yang melakukan pemeriksaan keuangan Bank Lippo Tbk dan tiga konsultan penilai, Ketiga
perusahaan jasa penilai tersebut telah melakukan penilaian asset Bank Lippo pada tanggal 20
September 2002, dan Desember 2001 dan 2002 (www.Sinarharapan.co.id/
berita/0303/01/jab03.html). dalam melakukan penilain diduga adanya manipulasi nilai asset
yang mengakibatkan nilai saham dan CAR. PT. Bank Lippo. Tbk. Menurun drastis, sehingga
merugikan pemegang saham.

Berbagai kasus penilaian asset menunjukkan makin berkembang dan makin banyak,
namun sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang terkait, khususnya penilai (Perorangan
atau perusahaan penilai) yang dikenakan sanksi pidana akibat penilaian yang dia lakukan, hal
ini disebabkan oleh ketidakadaan aturan hukum positif dan ketidakpahaman tentang bisnis jasa
penilai oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian kasus jasa penilai, misalnya
mengenai nilai buku, nilai pasar dan nilai likuidasi, mengapa nilai likuidasi sangat berbeda
dengan nilai asset buku, faktor apa yang menyebabkan perbedaan.

Praktek selama ini, hasil penilai jasa penilai merupakan pendapat atau rekomendasi
bagi si pengguna jasa untuk melakukan tindakan lebih lanjut, misalnya asset yang akan
dilelang barang agunan. Timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan adanya
perbedaan penilaian di antara para pihak dalam menentukan nilai asset serta motif-motif lain.
Rekomendasi tersebut tidak mengikat, sehingga tergantung pada si penguna jasa apakah
rekomendasi akan digunakan atau tidak, namun dalam praktek laporan jasa penilai digunakan
sebagai dasar penentuan nilai pinjaman atau nilai lelang.

Dalam melakukan tugasnya, jasa penilai bersandar pada Standar Penilaian Indonesia

(SPI) dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI), hal ini sama halnya dengan Kode Etik
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Kedokteran, Kode Etik Advokad dan sebagainya, seolah-olah pekerjaan jasa penilai bersandar
pada tanggung jawab moral belaka, padahal akibat dari penilaian tersebut dapat merugikan
secara materil pada si pemilik asset dan atau orang lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Nilai

Pengertian atau makna nilai asset merupakan pokok masalah yang diperdebatkan antara
para pihak yang berseteru, antara para pihak memiliki penilaian yang berbeda sehingga asset
yang dinilai juga berbeda. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menilai
sesuatu, yang tentunya dipengaruhi oleh visi, misi dan latar belakang masing-masing, namun
demikian dalam dunia bisnis ada cara dan sistem tersendiri untuk melakukan penilaian. Untuk
itu yang pertama perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan nilai dalam dunia bisnis. Nilai
adalah hasil penilaian dari seorang penilai mengenai arti ekonomis suatu harta pada tanggal
tertentu yang dinyatakan dengan satuan mata uang, definisi yang hampir sama diberikan oleh
Gabungan Perusahaan Penilaian Indonesia (GAPPI), yaitu nilai adalah hasil guna dari suatu
properti baik berujud maupun tidak berujud dinyatakan dalam suatu mata uang, yang
diperoleh melalui proses penilaian pada tanggal tertentu (Pedoman dan Informasi GAPPI,
1996:31). Lebih lanjut GAPPI dalam buku pedoman tersebut menjelaskan bahwa terdapat
berbagai macam nilai yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, yaitu:

a. Nilai Pasar (Market Value) adalah jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual
beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli berminat
membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang
penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan
bertindak hati-hati dan tanpa paksaan

b. Nilai Wajar (Depreciated Replacement Cost) adalah perkiraan jumlah uang yang
diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi/penggantian baru dikurangi dengan
penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran
ekonomis kalau ada.

c. Nilai Likuidasi (Liquidation Value) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh
ditransaksi jual beli properti di pasar dalam waktu yang terbatas dimana penjual terpaksa
menjual, sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli. Nilai ini dapat dipergunakan
oleh pihak yang akan melakukan lelang.

Kemudian dalam melakukan penilaian dikenal istilah Nilai Pasar Wajar dan Nilai Sehat.
Nilai Pasar Wajar adalah nilai dalam bentuk jumlah uang dimana pembeli dan penjual
bersedia melakukan tukar menukar atas harta kekayaan tersebut, jika ditawarkan di pasaran
bebas dalam waktu yang cukup untuk menemukan pembeli dan penjual yang memiliki
pengetahuan yang jelas tentang kegunaan yang berhubungan dengan harta kekayaan tersebut.
Biasanya nilai pasar wajar ini dipergunakan untuk menilai aktiva berupa tanah. Sedangkan
Nilai Sehat adalah sesuai yang berhubungan erat dengan nilai berdasarkan atas biaya
reproduksi baru dikurangi penyusutan, dengan mempertimbangkan sifat dan faedah daripada
aktiva atau barang yang bersangkutan. Hal ini umumnya untuk penilaian atas aktiva berupa
bangunan, prasarana, mesin-mesin, dan perlengkapan, alat-alat kantor, dan pengangkutan serta
aktiva-aktiva lainnya yang sejenis.
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2.2. Kode Etik dan Dasar Hukum Kegiatan Jasa Penilaian

Dalam melakukan kegiatan penilaian, penilai berpedoman pada Standar Penilaian
Indonesia (SPI). SPI adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas penilaian secara profesional
yang sangat penting artinya bagi seorang penilai untuk menghasilkan kajian berupa analisis,
pendapat dan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian, sehingga
tidak akan terjadi salah tafsir bagi pemakai jasa, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya
seorang penilai tunduk kepada Kode Etik Penilaian Indonesia, yang ditetapkan oleh
Asosiasi. Kode Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau
nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, (Balai Pustaka,
1997:271). Dengan demikian Kode etik profesional adalah kaedah yang berlaku dalam
kelompok profesional bersangkutan. Kode Etik Penilaian adalah kaedah profesi yang dibuat
oleh anggota profesi melalui konsensus dan berlaku untuk waktu tertentu mengenai hal
tertentu. Dalam kegiatan usaha jasa penilai landasan kerja penilaian adalah Kode etik GAPPL.
Berdasarkan Kode Etik GAPPI ada beberapa macam pertanggungjawaban dan praktek-praktek
yang tidak etis, yang harus ditaati oleh setiap anggota, yaitu sebagai berikut:

a. Tanggung jawab terhadap Integritas Perusahaan Penilai

Dalam hal ini : (Joni Emirzon, 2000:90-103)

1. Perusahaan Penilai harus cukup mempunyai Penilai dengan keahlian khusus yang
diperlukan untuk melakukan pekerjaan penilaian, seperti yang dikehendaki oleh
langganan. apabila Perusahaan Penilai merasa bahwa ruang lingkup keahliannya
tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, seharusnya
Perusahaan Penilai menolak pekerjaan ini.

2. Perusahaan Penilai harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian
dan keterampilan penilaian dalam pekerjaan penilaian.

3. Perusahaan Penilai harus mampu mengekang diri untuk hanya membatasi
kepentingan pada upah jasa yang menjadi haknya. Perusahaan Penilai sekali-kali
tidak akan mempunyai kepentingan lain diluar upah yang ditentukan bersama antara
Perusahaan Penilai dan langganan.

b. Tanggung Jawab Terhadap Langganan.

1. Tanggung jawab utama dari Perusahaan Penilai terhadap langganannya ialah
memberikan penilaian yang lengkap, teliti dan bertanggungjawab tanpa
menghiraukan keinginan-keinginan langganan yang sifatnya mengubah hasil
penilaian yang obyektif. Hubungan antara Perusahaan Penilai dan langganan
bukanlah hubungan antara prinsipal dan agen, mengingat tanggung jawab
Perusahaan Penilai yang lebih luas lagi terhadap masyarakat dan pihak ketiga.

2. Perusahaan Penilai harus merahasiakan hasil penilaiannya kepada pihak manapun.
Laporan penilaian adalah hak milik langganan. Oleh karenanya, Perusahaan Penilai
tidak dapat menggunakan laporan ini sebagai referensi atas kemampuan pekerjaan
dan tidak dapat mengumumkannya tanpa persetujuan dari langganan.

3. Apabila jasa penilai diperlukan dalam rangka suatu perselisian, Perusahaan Penilai
tidak akan menyembunyikan kenyataan-kenyataan data dan pendapat-pendapat
dengan maksud mengumumkan langganannya.

4. Apabila dua pihak minta bantuan jasa penilai untuk melakukannya pada proyek yang
sama, Perusahaan Penilai hanya menerima penguasaan dari salah satu pihak saja,
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kecuali apabila kedua belah pihak menyetujui bahwa Perusahaan Penilai bekerja

untuk kedua belah pihak.

5. Adalah praktek yang baik bahwa hubungan penugasan dari penerima penugasan
pekerjaan penilaian dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dan jelas.

6. Perusahaan Penilai harus dapat memberikan penjelasan kepada langganan mengenai
luasnya ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukannya sesuai dengan tujuan
langganan. Atas dasar ini Perusahaan Penilai harus dapat memberikan perkiraan
upah jasa yang dikehendakinya.

7. Upah jasa semata-mata harus didasarkan atas jumlah jam yang diperlukan untuk
melakukan pekerjaan penilaian. Ini tidak mengurangi kemungkinan bahwa penugasan
pekerjaan diterima dengan kedua belah pihak, asal perkiraan besarnya upah ini
didasarkan atas perkiraan jumlah jam yang diperlukan dan tariff/jam yang lazim
berlaku.

¢. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat.

1. Perusahaan Penilai mempunyai tanggung jawab mutlak untuk tidak memberikan angka-
angka penilaian yang keliru. Angka-angka sebagai hasil pekerjaan penilaian dapat
keliru dalam dua hal :

a. Penilaiannya keliru karena angka-angka diperkirakan adalah keliru, yang antara
lain disebabkan karena tidak cermatnya meneliti angka-angka yang akan dipakai
didalam penilaiannya dan tidak cermatnya menyaring informasi yang
diperolehnya sebagai bahan-bahan penelitian.

b. Penilaiannya keliru karena titik tolak berpikirnya dalam pendekatan persoalan
penilaian adalah keliru, sekalipun data informasi dan angka-angka adalah tepat.

Kedua macam kekeliruan ini adalah tanggung jawab mutlak dari Perusahaan Penilai.

2. Perusahaan Penilai harus kompeten untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan penilaian
seperti yang ditawarkan olehnya kepada calon-calon langganan.

3. Perusahaan Penilai harus selalu sadar oleh karenanya menjunjung tinggi
tanggungjawabnya terhadap  masyarakat yang telah memberikan kepercayaan
kepadanya bahwa dia akan bertindak jujur dan obyektif dalam melakukan profesinya.

4. Apabila langganan menggunakan laporan penilaian sebagai dasar dari tindakan-
tindakan dan transaksi-transaksi, dan oleh karenanya laporan penilaian ini jatuh pula
ketangan pihak ketiga, kejujuran dan obyektivitas dan laporannya sekalipun terhadap
pihak yang bukan langganannya dan bukan pemberi tugas kepadanya.

5. Kecuali tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga seperti yang tercantum pada nomor
4 di atas. Perusahaan Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaiannya kepada
masyarakat umum yang luas.

d. Tanggung Jawab Terhadap Sesama Perusahaan Penilai.

1. Perusahaan Penilai tidak dibenarkan untuk mencemarkan atau mencoba
mencemarkan nama baik Perusahaan Penilai lainnya dengan memberikan ucapan-
ucapan atau pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan nama baik Perusahaan
Penilai lainnya.

2. Perusahaan Penilai tidak dibenarkan untuk menawarkan upah yang lebih rendah
kepada calon langganan tertentu yang telah memperoleh penawaran dari Perusahaan
Penilai lain dengan harga tertentu yang kebetulan diketahuinya.
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3. Perusahaan Penilai tidak dibenarkan untuk mencoba mengeser penugasan
Perusahaan Penilai lain dengan mengajukan dirinya sendiri dengan cara dan dalih
apapun.

4. Adapun Perusahaan Penilai tertentu merasa bahwa Perusahaan Penilai lain telah
melakukan hal-hal yang bertentangan atau melanggar kode etik ini adalah kewajiban
dari Perusahaan Penilai ini untuk melapor kepada Gabungan Perusahaan Penilai
Indonesia (GAPPI). Juga merupakan kewajibannya pula untuk memberikan bantuan
sepenuhnya kepada GAPPI dalam usahanya untuk melakukan pengusutan terhadap
praktek dan kelakuan yang dirasa bertentangan atau melanggar kode etik ini.

e. Praktek-Praktek yang Tidak Etis

1. Adalah tidak etis dari Perusahaan Penilai untuk mengaitkan perhitungan upah jasanya
dengan:

a. Hasil suatu perselisihan mengenai obyek yang dinilai.

b. Jumlah penurunan pajak dalam hal penentuan pajak adalah berdasarkan laporan

penelian.

c. Hasil penjualan barang tertentu yang dinilainya.

Pada umumnya, semua usaha untuk menentukan upah jasanya yang lain daripada

berdasarkan jumlah yang diperlukan dalam pekerjaan penilaian adalah tidak etis.

2. Adalah tidak etis bagi Perusahaan Penilai untuk menerima pekerjaan penilai
terhadapnya obyek-obyek penilaian tertentu, untuk obyek-obyek mana dia mempunyai
kepentingan ataupun mempunyai untuk berkepentingan di kemudian hari. Penilaian
terhadap obyek yang juga merupakan kepentingan dari Perusahaan Penilai hanya
bisa dilakukan apabila kepentingan ini atau kemungkinan memperoleh kepentingan
dari obyek ini sebelumnya dinyatakan dengan jelas kepada pihak langganannya, dan
langganan tetap memberikan penugasan kepadanya untuk melakukan pekerjaan
penilaian.

Pada umumnya, semua usaha yang menentukan upah jasanya yang lain daripada
berdasarkan jumlah jam yang diperlukan dalam pekerjaan penilai adalah tidak etis. Kemudian
adalah tidak etis bagi Perusahaan Penilai untuk menerima pekerjaan penilaian terhadap obyek-
obyek penilaian tertentu, untuk obyek-obyek mana dia mempunyai kepentingan atau
mempunyai kepentingan di kemudian hari. Penilaian terhadap obyek yang juga merupakan
kepentingan dari Perusahaan Penilai hanya bisa dilakukan apabila kepntingan ini atau
kemungkinan memperoleh kepentingan dari obyek ini sebelumnya dinyatakan dengan jelas
kepada pihak langganannya, dan langganan tetap memberikan penugasan kepadanya untuk
melakukan penilaian.

Penilaian yang dimaksud di atas adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam
memberikan estimasi dan pendapatan atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu
sesuai dengan Standar Penilaian. Sedangkan Standar Penilaian Indonesia adalah pedoman
dasar mengenai prosedur dan praktek kegiatan penilaian. Disamping itu si penilai harus
berpedoman pada Kode etik Penilaian Indonesia (KEPI) dalam melakukan kegiatan. Dalam
melakukan kegiatan penilaian Perusahaan Jasa Penilai adalah sebagai pihak yang menjadi
kepercayaan masyarakat, karena mempunyai nilai obyek yang memerlukan penilaian.

Dari pengertian usaha jasa penilai di atas bahwa usaha jasa penilai memiliki keahlian
khusus, integritas, kejujuran dan obyektivitas dalam memberikan pendapat mengenai nilai
asset, sedangkan ruang lingkup kegiatan usaha jasa penilai mencakup segala kegiatan yang
meliputi penilaian terhadap nilai ekonomis harta benda berujud dan tidak berujud, penilaian
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terhadap proyek, penilaian terhadap kelayakan teknis, penilaian rekayasa, manajemen harta

benda, bantuan terhadap proses jual beli/penyewaan atas suatu aktiva (property agent),

penilaian kelayakan usulan proyek serta jasa lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan
penilaian dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian peranan yang dimiliki jasa penilai
sangat penting bagi si pemilik asset dan pihak-pihak yang terkaitan (misalnya Bank, BUPLN)
untuk menentukan nilai suatu barang

Adapun kriteria yang berlaku dan dijadikan pedoman oleh anggota GAPPI (Gabungan

Perusahaan Penilai Indonesia) dapat dirinci dalam tiga kategori sebagai berikut:

a. Harta Benda Berujud, meliputi tanah, bangunan dan prasarananya, mesin-mesin dan
peralatannya, perabotan dan peralatannya, pembayaran-pembayaran atas rekening dan
benda berujud lainnya dalam hal kontrak borongan.

b. Benda tak Berujud, meliputi biaya penilaian dan pengembangan, Hak patek, hak cipta.
merek dagang, izin-izin dan lain-lain jika dianggap dapat menimbulkan nilai, Goodwill,
dan Pembayaran atas benda-benda tak berujud.

c. Surat-surat berharga, seperti saham, investasi, deposito dan saham langsung.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1. Proses Penilaian Dan Standar Penilaian Asset

Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan estimasi dan
pendapatan atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian.
Seorang penilai yang akan melakukan penilaian, harus melalui beberapa proses pentahapan:
(Joni Emirzon, HarianTransparan, 2002;4) tahap pertama ia akan melakukan batasan
masalah, yang meliputi: identifikasi aktiva atau barang, identifikasi Hak atau status barang,
kemudian menentukan apa tujuan penilaian dan bagaimana batasan nilai tersebut. Setelah
batasan masalah ditentukan, maka pada tahap kedua, penilai akan melakukan survey
pendahuluan dan rencana penilaian, yang meliputi pengumpulan data yang dibutuhkan,
mencari sumber data tentang perkiraan nilai barang, kebutuhan tenaga kerja untuk melakukan
penilaian, jadual kegiatan penilaian, dan bagan arus penyelesaian penilaian.

Setelah survey pendahuluan selesai, maka tahap ketiga, si Penilai melakukan
pengumpulan data dan analisis yang meliputi data umum yaitu dimana lokasi asset atau barang
yang akan dinilai, hal ini sangat penting, karena suatu asset berupa tanah, lokasi sangat
berpengaruh, apakah di tengah kota besar atau dipinggiran kota, nilai tanah yang terletak di
tengah perkotaan dengan dan di pinggiran kota akan sangat berbeda nilai ekonomisnya, hal ini
ada pedoman penilaian tentang nilai tanah. kemudian analisa Pasar, bagaimana kondisi harga
pasar saat itu, dan lain sebagainya. Sedangkan data khusus, yaitu si penilai akan
mengumpulkan tentang apa jenis kekeyaan hak milik tersebut, dimana tempat kedudukan
aktiva atau barang fisik dan bagaimana penggunaan barang tersebut baru atau maksimal.
Dalam hal ini dasar yang dipergunakan oleh penilai adalah “Fact Finding”, maksudnya si
penilaian hanya menilai apa yang ditemukan di lapangan secara nyata, tidak mengada-ada atau
merekayasa. selanjutnya si penilai melakukan studi perbandingan biaya, harga jual, sewa ,
pengeluaran dan lain-lain. Dalam tahap ini sangat berperan nilai mata uang saat itu, terutama
Dolar terhadap rupiah, Setelah pengumpulan data selesai, maka si penilai melakukan penilaian
dengan tiga pendekatan, yaitu metode perbandingan data pasar, metode kalkulasi biaya, dan
metode kapitalisasi pendapatan. Ketiga metode tersebut diramu sedemikian rupa oleh penilai
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yang akhirnya penilai melakukan taksiran akhir atas nilai aktiva atau barang yang
bersangkutan. Untuk melakukan semua kegiatan penilaian tersebut, penilai haruslah
melakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Standar Penilaian Indonesia adalah pedoman dasar mengenai prosedur dan praktek
kegiatan penilaian. Disamping itu si penilai harus berpedoman pada Kode etik Penilaian
Indonesia (KEPI) dalam melakukan kegiatan. Dalam melakukan kegiatan penilaian
Perusahaan Jasa Penilai adalah sebagai pihak yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena
mempunyai nilai obyek yang memerlukan penilaian. Agar tidak terjadi penilaian yang sifatnya
subyektif dan salah, maka penilaian dilakukan berdasarkan pedoman penilaian yang telah
disepakati bersama yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI). SPI adalah pedoman dasar
pelaksanaan tugas penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi seorang
penilai untuk menghasilkan kajian berupa analisis, pendapat dan saran-saran dengan
menyanjikannya dalam bentuk laporan penilaian, sehingga tidak akan terjadi salah tafsir bagi
seorang pemakai jasa dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu dalam melaksanakan
tugasnya seorang penilai harus memiliki intergritas, obyektivitas independen dan perilaku
yang etis dan tunduk kepada Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI)

Dalam Standar Penilaian Indonesia ada 5 macam standar penilai yang harus diikuti oleh
setiap penilai, yaitu SPI :

I. Standar Penilaian tentang Metode Penilaian:
1. Penilaian wajib menggunakan pendekatan penilaian yang ada. Apabila menggunakan suatu
pendekatan penilaian selain yang telah ditetapkan, maka harus dijelaskan alasannya.
2. Bilamana menggunakan pendekatan Perbandingan data Pasar, maka penilai harus meneliti,
menganalisa dan merekonsiliasi hal-hal sebagai berikut::
2.1. Data pasar yang digunakan sebagai perbandingan;
2.2. Data pembanding yang tersedia harus cukup, sesuai peruntukan dan dapat diterapkan
dalam penilaian.
2.3. Perjanjian jual beli, harga permintaan dan penawaran yang diajukan dari properti lain
yang relevan untuk properti yang dinilai;
2.4. Transaksi yang pernah terjadi atas properti yang dinilai dalam jangka waktu satu
tahun sebelum tanggal penilaian.
3. Bilamana menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya, maka penilai harus meneliti,
menganalisa dan merekonsiliasi hal-hal sebagai berikut:
3.1. Bangunan dan Sarana Perlengkapan lainnya :
a. Data-data biaya yang tersedia dan dapat diperbandingkan untuk mengestimasikan
biaya reproduksi baru dari semua pengembangan yang ada di tempat itu.
b. Data yang tersedia dapat diperbandingkan guna menentukan selisih antara biaya
reproduksi baru dan nilai kini dari pengembangan .
3.2. Tanah dinilai dengan menggunakan pendekatan Perbandingan Data Pasar
sebagaimana dikemukan dalam butir-butir tersebut di atas.
4. Bilamana menggunakan Pendekatan Kapitalisasi Pendekatan, maka Penilai harus meneliti,
menganalisa dan merekonsiliasikan hal-hal sebagai berikut:
4.1. Data Sewa dari properti yang sebanding yang dapat dipakai untuk menestimasi
pasaran sewa properti yang dinilai ;
4.2. Data tingkat hunian (occupanci rate) dari properti sejenis untuk mengestimasi
tingkat hunian dari properti yang dinilai ;
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4.3. Biaya-biaya operasional dari properti lain yang sebanding yang dapat dipakai untuk
memperkirakan biaya operasional dari properti yang dinilai.
4.4. Data pembanding yang dipakai untuk menentukan angka kapitalisasi.

5. Bilamana digunakan pendekatan lain atau kombinasi dan pendekatan yang disebut di atas,
harus dijelaskan alasan untuk menggunakan pendekatan tersebut dan harus didukung oleh
data pasar.

II. Standar Penilaian Tentang Asumsi dan Syarat Pembatasan.

Agar pemakai jasa dapat dengan jelas mengetahui batasan dan tanggung jawab seorang
Penilai, maka dalam laporan penilaian perlu dicantumkan asumsi dan syarat pembatasan
sebagai berikut:

1. Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam laporan adalah berdasar adanya dan
sesuai dengan pengetahuan dan itikat baik dari Penilai.

2. Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika dapat diabaikan
dan properti yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggung jawab pemilik.

3. Penilai telah melakukan inspeksi atau penelitian fisik secara langsung atas properti yang
dinilai.

4. Penilai sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial atau apapun terhadap properti
yang dinilai untuk sekarang dan masa mendatang.

5. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai properti yang diperoleh atau
yang tercantum dalam laporan.

6. Mesin dan/atau perlengkapan didaftar sebagai kesatuan unit yang lengkap. Daftar mesin
dan/atau perlengkapan tersebut termasuk alat-alat dan perlengkapan yang secara teknis
meliputi satu kesatuan unit.

7. Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, dan atau equivalennya atas permintaan
pemberi tugas.

8. Penilai yang melakukan penilaian atas properti tertentu tidak otomatis wajib memberikan
kesaksian dan kehadiran dalam mengadilan atau instansi lainnya yang berhubungan
dengan properti tersebut kecuali telah ada perjanjian sebelumnya.

9. laporan dibubuhi tanda tangan penilai.

III. Standar Penilaian tentang Penilaian Real Estate

Dalam melakukan penelitian, pemeriksaan properti dan mempersipakan laporannya
seorang penilai wajib mengikuti prosedur berikut:

a. Prosedur Penilaian:

1. Penilai harus mengidentivikasi sebaik-baiknya real estate yang dinilai

Penilai harus mempertimbangkan jangka waktu proses pengumpulan data.

Penilai harus menidentifikasi status hukum dan hak real estate yang dinilai.

Penilai harus mempertimbangkan tujuan dan rencana penggunaan laporan penilaian.

Penilai harus mengidentifikasi tanggal efektif penilaian.

Penilai harus melakukan pemeriksaan secara fisik dan mengidenfikasi properti yang

dinilai dengan menunjuk tanda-tanda batas-batas lokasi yang tampak.

7. Penilai harus mengidentifikasi dan menegaskan pemeriksaan atas lingkungan yang

dipandang relevan bagi penilaian.

Penilai bertanggung jawab atas keakuratan pemeriksaannya.

9. Penilai yang melaksanalkan penelitian properti dan lingkungannya harus
menandatangani dan membubuhkan tanggal atas laporan inspeksinya/ penelitiannya.

10. Penilai harus menentukan nilai atas dasar tunai.

SAINAIE

*
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1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Penilai harus mempertimbangkan akibat-akibat dari berlakunya peruntukan tanah dan
peraturan serta rencana tata kota yang ada.

Penilai harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dimana real estate yang dinilai
berada.

Penilai harus mempertimbangkan pemanfaatan optimum dan terbaik.

Penilai harus mempertimbangkan kondisi hunian atas properti yang ada apakah
kosong, disewakan atau ditempatkan sendiri.

Dalam pemeriksaan bangunan, penilai harus benar-benar meyakini bahwa semua
kondisi bangunan yang secara rinci dilaporkan dengan akurat.

Jika penilai tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunan maupun
peralatan yang melengkapi, maka ia harus mempertimbangkan semua kerusakan-
kerusakan fisik yang terlihat dengan jelas harus memperhitungkan dalam hasil
penilaiannya.

Penilai harus menggunakan cara-cara pengukuran yang umum berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Penilaian:

1.

2.
3.

Dalam melakukan penilaian, Penilai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penilai harus menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, kalkulasi biaya atau
kapitalisasi pendapatan apabila datanya tersedia.

Pendekatan penilaian harus ditetapkan secara konsisten dalam suatu proses penilaian.
Dalam hal penilai tidak dapat mempergunakan salah satu pendekatan yang tersebut di
atas, maka Penilai memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

IV. Standar Penilaian tentang Laporan Penilaian Real Estate.

Dalam setiap laporan penilaian real estate penilai harus menjelaskan, mencantumkan

dan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

Al

~

0.

10.
1.

Pemberi tugas dan/atau pemilik real estate yang dinilai.

Tanggal penilaian dan tanggal laporan.

Identifikasi real estate yang dinilai.

Tujuan dan raung lingkup penilaian.

Definisi yang digunakan.

Uraian mengenai identifikasi lokasi, peruntukan tanah dan rencana-rencana tata kota,

data lingkungan serta fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Pendekatan penilaian yang digunakan.

Uraian teknis estate yang dinilai meliputi:

8.1. Tanah : Surat bukti pemilikan, luas, bentuk, ukuran, evaluasi.

8.2. Bangunan : Jenis/penggunaan, struktur, bahan yang dipakai, luas, tahun
bangunan pemeliharaan dan kondisi, izin mendirikan bangunan.

Hasil penilaian akhir, termasuk nilai-nilai indikasi yang didapat dari penggunaan

pendekatan dan metode penilaian yang ada.

Asumsi dan syarat pembatasan

Photo-photo, gambar situasi dan peta lokasi properti yang dinilai

V. Standar Penilaian tentang Penilaian Mesin dan Peralatan.

a.

Prosedur Penilaian:

Di dalam melakukan pemeriksaan atas mesin dan peralatan seorang penilai wajib
mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Penilai harus mengidentifikasi sebaik-baiknya mesin dan peralatan yang dinilai.

2. Penilai harus mengidentifikasi status kepemilikan mesin dan peralatan tersebut.
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3. Penilai harus mempertimbangkan tujuan dan rencana penggunaan laporan
penilaian.
4. Penilai harus menentukan jangka waktu proses pengumpulan data.
Penilai harus mengidentifikasi tanggal efektif penilai.
6. Penilai harus melakukan pemeriksaan secara fisik mengidentifikasi dan
menguraikan spesifikasi teknis mesin dan peralatan secara garis besar.
7. Penilai bertanggung jawab atas keakuratan pemeriksaan.
8. Penilai yang melakukan pemeriksaan lapangan harus menandatangani dan
membubuhkan tanggal pada laporan hasil pemeriksaannya.
9. Penilai harus menentukan nilai atas dasar tunai.
10. Penilai harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dimana mesin dan peralatan
dan dinilai berada.
11. Penilai harus mempertimbangkan produktifitas dan efisiensi serta pemeriliharaan
mesin dan peralatan.
12. Dalam pemeriksaan mesin dan peralatan penilai harus meyakini bahwa semua
kondisi mesin dan peralatan yang secara rinci terlihat di laporan dengan akurat.
b. Pendekatan Penilaian
Penilaian harus mempergunakan Pendekatan Perbandingan Data Pasar, kecuali jika
data pembanding tidak tersedia, penilai dapat mempergunakan Pendekatan Kalkualasi
Biaya.

b

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian

Setiap penilaian yang dilakukan penilai haruslah menggunakan Metode pendekatan
Penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan nilai suatu asset. Metode
pendekatan yang digunakan penilai dalam melakukan penilaian adalah Metode Perbandingan
Data Pasar, Metode Kalkulasi Biaya, Metode Kapitalisasi Pendapatan; ketiga metode ini
sangat signifikan saat ini, yang dipergunakan penilai, oleh karena itu, ada pentahapan
penilaian yang akan dilakukan oleh penilai yang dikenal dengan Proses Penilaian. Proses
penilaian adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang penilai sebelum sampai pada
suatu kesimpulan nilai, didasarkan pada data-data yang diperoleh dari sumber yang otentik
dan dapat dipercaya dilengkapi dengan opini penilai. Oleh karena itu, hasil penilaian terhadap
suatu asset akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: tujuan penilaian, apa tujuan
yang diinginkan oleh pemberi order ?, apakah nilai baru, nilai wajar, atau nilai likuidasi,
ketiga jenis nilai sangat berbeda sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam beberapa kasus saat ini
yang terjadi di BPPN, banyak nilai asset bank yang dilikuidasi memiliki nilai yang jauh dari
yang diharapkan oleh si pemiliki, karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi sehingga
terjadi perubahan nilai asset. Faktor lain yang cukup signifikan yaitu nilai mata uang,
misalnya dolar, pada saat penilaian dilakukan nilai dolar Rp.2.500/satu dolar, maka penilaian
akan berbeda pada kondisi nilai dolar Rp.10.000,-/satu dolar. kemudian kondisi asset yang
akan dinilai, berkemungkinan akan terjadi penyusutan atau amortisasi, sehingga dapat saja
terjadi penyusutan hingga 70% tergantung rentang waktu penilaian pertama dengan penilaian
kedua, misalnya penilaian terhadap satu unit mesin tahun 1994, kemudian diadakan penilaian
ulang tahun 2000, dalam rentang waktu 6 (enam) tahun dapat saja terjadi penyusutan 50%
lebih, demikian juga kondisi pada waktu asset akan dilelang, hal ini juga menjadi faktor yang
sangat berpengaruh terhadap nilai asset, karena pada saat itu si pemilik asset butuh uang dan
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dalam kondisi terpaksa jual, sedangkan si Pembeli adalah pihak yang dalam kondisi tidak
terpaksa beli. Hal inilah disebut dengan nilai likuidasi.(Joni Emirzon, 2004:10)

Bentuk akhir dari kegiatan penilaian adalah laporan penilaian. Laporan Penilaian
adalah sesuatu dokumen yang berisikan perkiraan atas nilai suatu properti yang cukup jelas
datanya dengan berpedoman pada suatu tanggal tertentu yang mengandung hasil analisa
perhitungan dan opini dari sebanyak mungkin data yang relevan sebagai bahan penunjang
penilaian. Laporan hasil penilaian merupakan rekomendasi yang tidak mengikat, apakah akan
dipakai atau tidak, seandainya si pemberi order tidak akan mengunakan laporan tersebut dapat
saja ia meminta penilaian ulang dengan penilai lain, namun hasil penilaian tersebut belum
tentu sama, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk
itu yang perlu dipahamin oleh setiap pihak yang membutuhkan penilaian adalah pemahaman
tentang proses penilaian dan apa indikator penilaian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar hukum kegiatan jasa penilai adalah Kode Etik Penilaian Indonesia dan SPI. Etik
Profesional dalam dunia penilaian (appraisal) adalah mengutamakan kepentingan masyarakat
konsumennya yang mengandung maksud menjamin bahwa pengalaman profesi dilakukan
harus senantiasa dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar; Dengan etik tersebut
perlindungan dan penjagaan terhadap citra suatu profesi penilai karena citra ikut menentukan
keberhasilan suatu upaya pelayanan kepada si klien; Etik Profesional bertujuan memelihara
kelestarian dari profesi penilai sendiri. Dengan demikian pentingnya kode etik dan SPI
tersebut tidak saja untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penilai yang tidak
bertanggung jawab tetapi juga melindungi Penilai dan Perusahaan Jasa Penilai sendiri namun
demikian tidak cukup, apabila pengaturan jasa penilai belum dibuat dalam satu ketentuan yang
tegas dan pasti seperti usaha-usaha jasa lainnya misalnya UU Perbankan, UU Pasar Modal,
UU Advokat
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